
BABH 

TINJAlJAN l>lJSTAKA 

H. 1. Tinjauan tlmum Rank dan Peri<re<litan 

ll. 1. 1. 'finjauan \)mum Bank 

Bank merupakan inti dari sistem keuangan suatu negara yang berfungsi 

sebagai perantara ·keuangan Vinancial inlermediwy) antara. pil1ak-pihak yang 

kelebihan dana (surplus unif) dengan plhak-pihak yang memerlukan dana (dejicit 

tlltt! ). Peranan bank sangat pcnting dalam mcndukung pcmbangunan ckonorni 

nasional, karena bank merupakan kmbaga intermediasi yang usaha pokoknya 

mengh1mpun dan menyalur'kan dana metaJu1 kredit usaha kepada masyarakat. 

Undang-undang Republlk lndonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-undang No. 7 tahun 1992 temang Perbankan memberikan definisi bank 

sebagaimana telah diungkapkan pada pendahuluan di atas, ada1ah: 

"Hank adaiah hadan usaha yang mengJumpun dww dari mwyarakal dahtm 

hentuk simpanun dan menyalurkun kepada nza.\yw·akal dalwn henluk kredit 

dan arau benruk-bemuk hmu7;vu daiam rangka meningkatkan rar(~f hidup 

rakvat bwzvuk ". 

Perbankan Indonesia daiam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomt dengan prmsip kehati-hatmn. ·rujuan utama perbankan lndonesia adalah 

memajukan pe\aksanaan pembangunan nasiona\ da\am rangka meningkatkan 

pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

16 
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Menurut pasai 5 Undang-undang Repubiik indonesia No. 7 tahun i 992 

tentang Perbankan, ada duajenis bank yaitu: 

a. Bank umum 

Bank umum adalah bank yang mclaksanakan kcgiatan usaha sccara 

kegiatannya memberikanjasa dalam lalulintas pernbayaran. 

b. Bank perkreditan rakyat 

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

• ,,.. ... 1-. .. ,...,,..,,., in""" '"' .... ,..;,.....,,..1 rian i atatt ·berd·asar1·an prt.l1St·p S\'art.ah yang 
\..loJLt.IU,t "-''-""-"Lt.l\..1 1'\..VII ""-'lloJIVIU,.II.I '-'' I i\. •· I • 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Tugas pokok pcrbankan di bawah bimbingan Bank Indonesia adalah 

'"'"'"' .... "1-.;,.,.,..._...... A"'"'" A ... ,.; '""'"""",."'i, ... t i,.,,..., .. At"an rnenya1ltrkannva d·ala•.n bentuk 111"-'llblllltlp\..Ctl '-IUIIU. \,.tL•I I IIIU._'J'-'·lUn.Ut. l"o.'""IIIUY • ( .} 

kredit pada bidang-bidang yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Schubungan dcngan hal tersebut, rnaka unsur-unsur bank urn urn secara garis hesar 

adalah scbagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, diposito be~jangka, sertifikat diposito, tabungan, dan I atau 

bentuk-bentuk lain yang dipersamakan dcngan itu. 

b. Mernberikan kredit kepada pengusaha balk kecil ataupun besar yang 

bertqjuan meningkatkan usaha. 
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c. Menyediakan pembiayaan dan I atau meiakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah, scsuai dcngan kctentuan yang ditctapkan 

oleh Bank 1ndonesia. 

H. 1. 2. 'Iln)auan l.Jmum Perkreditan 

Kata hedit 'tJerasa·l dari bahasa Yunani ''credere'' yang berarti kepercayaan 

atau da1am bahasa Latin "crediture···· yang berarti kepercayaan akan kebenaran. 

Dalam pengertian lebih sederhana, kredit dapat diartikan sebagai penundaan 

pembayaran, artinya uang atau barang yang diterima sekarang dan akan 

dikenibahkan pada saat yang telah ditentukan. 

Pengertian kredit menurut Undang-undang Republik lndones1a No. l 0 

tahun li.JlJ8 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan adalah: 

" Kredil adalah petzvedrw.m uang a/au tagthan .vang dapal dipersamakan 

dengan lfu berdasarkan perset2yuw1 otau kesepakatan piJ?jam memil?Jam 

(1/Jhtru hank dengan pilwk yang meH1£.(/ ihkan pemil?Jam umuk melunasi 

fn11ang1zva seteiahjangka vvaktu rerremu dengmlJumfah bunga. imbahm arau 

p<!lllhagian husii iuinnya ". 

Dan pengerttan di atas, dapat ditari·k kesimpu1an bah,va: 

l. Dengan adanya penyerahan uang atau tagihan, bank akan memperoleh 

suatu tambahan ni1ai dari pokok pinjaman berupa bunga, imba1an atau 

pembagian hasi11ainnya sebagai pendapatan bank. 

I 
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2. Proses kredit didasarkan pada suatu peiJanJtan yang saling 

mempercayai bahwa kedua be'lah pihak akan sahng mematuhi 

kewajiban masing-masing. 

3. Dalam prosedur pemberian kredit juga terkandung kesepakatan 

peiunasan hutang dan bunga yang akan dise\esaikan dalam jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati bersama. 

n. 2. ·nnjauan lJmum Pengendalian Intern 

II. 2. 1. Definisl dan Tujuan 'Pengendallan lntern 

Definisi pengendaiian intern dapat ditinjau dalam arti sempit dan dalam 

arti yang luas. Pengendalian intern dalam arti sempit diartikan sama dengan 

mtenzal check yaitu suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat sallng 

memeriksa. daiam arti bahwa data akuntansi yang dihasiikan oieh suatu bagian 

atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam 

suatu organisasi atau satuan usaha (Munawir, 1999). 

Dalam arti luas, Standar Profes10nal Akuntan Pubhk (2001) memberikan 

definisi tentang pengenda\ian intern sebagai berikut: 

.. i'en,t!,endailllfl mtern adaiah suatu pruses - yang dyalaniwn uldz dt'H'£117 

k1~misaris, IJWnujemen dan personel lain eniiius - _vung di desain uniuk 

memherikan 'keyakinan memadai ientang pencapaian tiga golongan tz~juan 

herikUI ini: (a) keanJalan peiaporan keuangan, (l~) efektivitas Jan efistensl 

operwi, dan (c) k.epatuiwn terlwdap imk.um dun peraturun yang berialu/'. 



20 

Definisi di atas sesuai dengan definisi yang diherikan Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission (COSO) yaitu: 

.. Penga"t11asan intern adalah suatu proses yang diadakan oleh direksi. 

mcmqjemen dan jqjaran lainnya, yang diranccmg guna memheri kepastian 

.vang cukup ia_vak yang menyangkul pencapwan fl{JUan-ll{JUan sehagm 

herikut: kebenarun kehanda/an laporan k<!uangan . ketaatan pemenuhan 

.\yorul-.\ym·ut lwkum dan peruturan-peraturun sertu t:Jekt{/ dan t:Jisiensi 

opc::rusi peruso/wun" (Boynton, Johnson and Kell, 2001 ). 

Dari tinjauan definisi di atas, COSO juga menegaskan bahwa terdapat 

beberapa konsep dasar yang terkandung pada definisi tersebut, yaitu: 

J. Pengendahan intern merupa'kan sebuah proses untuk mencapai tujuan 

tertentu tapi bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern merupakan 

rangkaian tindakan yang bersifat pervas{l dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan, bukan hanya tambahan dari infrastruktur entitas. 

2. Pengenda1ian intern dUalankan oleh orang. Pengendahan intern bukan 

hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan fonnulir, namun dijalankan 

o·rch orang dari sctiap jcnjang organisasi, yang mcncakup dewan 

komisaris, manajemen dan pcrsonel lain. 

'"" 1"' .- .... - ........ .l ... 1:... ... : ...... ............ -~~ t .. - .... .- ... I.-.... .. ..................................... 1 ...... -· 'J • .- .... 't ...... -1· .: ...................... .. '1 
.J. I J,.;lll;:,CIIUtllltlll 1111\:;111 UllltiHif.JI\.tlll llltl111pU IIICIIItJI;,Ill\.tlll 1\.i;;_Ytll\.llltlll Jttllg 

memadai bukan keyakinan mutlak bagi man~jemen dan dewan 

komisaris. Keterbatasan yang melekat da1am semua sistem 

pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan 
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dalam pencapaian tujuan pengendaiian menyebabkan pengendalian 

intern tidak dapat memberikan keyakinan mut1ak. 

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang sating 

berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi (Boynton, 

Johnson and Kell, 2001). 

Tujuan pengenda1ian intern sebagaimana te1ah disebutkan pada definisi di 

atas adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga 

golongan tujuan, yaitu; ( l) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang beriaku dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi 

(Mu1yadi dan Kanaka Puradiredja, 1998). Namun, tida·k sduruh tujuan tersebut 

re1evan dengan audit atas 1aporan keuangan dan tanggung jawab auditor 

independen daiam mematuhi standar peketjaan lapangan kedua hanya dibatasi 

pada goiongan tujuan penama yaitu, keandalan iaporan keuangan. 01eh karena 

itu, auditor berkewajiban untuk memahami pengenda1ian intern yang ditujukan 

unttik merriberikan keyakinan memadai bahwa iaporan keuangan disajikan secara 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Mulyadi dan Kanaka 

Puradiredja, 1998). 

ll. 2. 2. KQmponen-kom(lOnen Pengendalian Intern 

Menurut Teguh P. Muljono ( 1994) seperti diungkapkan juga oleh 

Munawir (1999) daiam auditing pengendaiian intern dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 
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1. Pengendalian Akuntansi (Accountmg ( :omroi) yang meiiputi rencana 

entitas dap semua cara dan prost.'dur tautama yan~ mcny:Hl~kur d:m 

berhubungan langsung dengan pengamanan harta milik perusahaan 

dan dipercayainya administrasi keuangan yang ada. Secara tegas 

raccounting control disini me1iputi sistem pemberian wewenang 

(authori::ation) dan sistem persetujuan (approva[) perusahaan antara 

tugas-tugas penyimpanan harta ke·kayaan dan tugas-tugas pencatatan, 

penga'.-vasan tisik atas kekayaan yang bersangkutan. 

' Pengendalian Administratif (Admimstrative Control) meliputi rencana 

entitas dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut 

efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan entitas 

dan pada umumnya tidak berhubungan langsung dengan catatan­

catatan keuangan. Pengawasan disini tennasuk misainya, prosedur 

kerja analisa statistik, latihan pegawai, rencana cuti, mutasi pegawai 

dan seterusnya. 

Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait dalam 

mcndorong pencapaian tujuan pcngcndaiian intern entitas, yaitu ( SPAl\ 2001): 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian suatu 

organisasi dan mempengaruhl kesadaran pengendalian orang-orangnya. 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen 

pengendalian intern yang membentu·k disiplin dan struktur. 
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Berbagai faktor yang membentuk iingkungan pengendaiian dalam 

suatu entitas antara lain: 

• Ni1ai integritas dan etika 

• Komitmen terhadap kompetensi 

• Dewan komisaris dan komite audit 

• Filosotl dan gaya operasi man~emen 

• Struktur organisasi 

• Pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab 

• Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Mulyadi dan Kanaka Puradireqja ( 1998) mengatakan bahwa, 

'tingkungan pengendahan dalam sebuah entitas mencerminkan sikap dan 

tindakan dewan komisaris serta manajer entitas mengenai pentingnya 

pengendalian intern entitas. Efektivitas infonnasi dan komunikasi serta 

aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh kondisi yang terbentuk dari 

berbagai unsur lingkungan pengenda"lian. 

b. Pcnaksmm R1siko 

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan 

identitikasi, anahsis dan pengeloiaan risiko entitas yang re1evan dengan 

penyusunan laporan keuangan yang waJar sesuai dengan pnnstp akuntansi 

y<tiig tJci·~aku ui..-ttti···· Ji 1ih.1(-,nesia. Resiko yang relevan dengan pelaporan 

l-..cua11gan rnem.:akup perisiiwa uau keauaan inie11r Ja11 ~.:bi~.:llr yaug uruugkiu 

terjadi dan berdampak negatif terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, 
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mengoiah, meringkas dan meiaporkan data keuangan konsisten dengan asersi 

manajemen dalam laporan keuangan. 

Mu1yadi dan Kanaka PuradiredJa (1998) menambahkan, penaksiran 

risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko 

yang terkandung daOiam asersi tertentu iaporan keuangan serta desain dan 

implementasi aktivitas pengendalian yang bertujuan mengurangi risiko pada 

tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. 

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus 

terhadap risiko yang dapat timbui dari perubahan keadaan seperti yang 

dijelaskan Boynton, Johnson and Kell (2001) yaitu: 

• Perubahan dalam lingkungan operasi 

• Personel baru 

• Sistem informasi baru atau yang diperbaharui 

• Pertumbuhan yang pesat 

• Teknologi baru 

• Lini produksi, hasil produksi atau aktivitas baru 

• Rcstrukturisasi korpornt 

• Operasi luar negeri 

• Peruhahan standar ak untansi 

c. lnformasi dan Komunikasi 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, 

yaiig mc'lipi.iti 5i5tcm akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun 

untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas (baik 
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peristiwa maupun kondisi) dan untu-k meme'iihara akuntabiiitas bagi aktiva, 

utang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari 

sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen unttik membuat 

keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan 

·laporan keuangan yang andai. 

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan 

dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi di)aksanakan dengan cara 

mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh 

karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah (Mulyadi dan 

Kanaka Puradiredja, 1998 ): 

I. Sah 

-y Teiah diotorisasi 

3. Telah dicatat 

'4. Telah dinilai secara \vajar 

5. Telah digolongkan secara wajar 

6. Teiah dicatat daiam periode yang seharusnya 

7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas 

dengan benar 

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran 

pdaporan keuangan. Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998), 

komunikasi mencakup penyampaian infonnasi kepada semua persone1 yang 
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terlibat da1am pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka yang 

berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di 

luar entitas dan juga s1stem pelaporan penytmpangan kepada pihak yang lebih 

tinggi dalam entitas. 

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja ( 1998) menambahkan bahwa 

pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun 

dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi 

dari pengendalian intern. 

d. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen di"laksanakan. Kebijakan dan prosedur 

ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan akan diambil 

untuk mengurangi risiko daiam pencapaian tujuan entitas. Ak"tivitas 

pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai 

tingkat dan fungsi organisasi (Boynton, Johnson and Ken, 2001 ). 

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja ( 1998) sebagaimana 

diungkapkan juga oleh Boynton, Johnson and Keii (200'1), umumnya aktivitas 

pengendalian yang mungkin relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat 

digo'longkan dalam berbagai kelompok, yaitu: 

1. Pengendalian pengolahan informasi 

a. Pengendalian umum 

b. Pengendalian aplikasi 

* otorisasi memadai 
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* perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai 

* pengecekan secara independen 

2. Pemisahan fungsi yang memada1 

3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 

4. Review atas kinerja 

e. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian 

intern sepanjang \vaktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi 

pengendalian tepat waktu serta pengambilan tindakan koreksi. Proses ini 
r-

di1aksanakan meiaiui kegiatan yang di1akukan secara terns menerus, eva1uasi 

secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. 

Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari 

komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan customer dan komentar dari 

badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang 

yang memerlukan perbaikan. 

ll. 2. 3. Keterbatasan Pengendaiian lntern 

Salah satu konsep dasar yang te1ah disebutkan di atas adalah bahwa 

pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bukan 

keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan 

pencapaian tujuan entitas. T erlepas dari bagaimanapun bagusnya desain dan 

operasinya, pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan yang mutlak 

bagi pencapaian tujuan entitas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yang 
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melekat atau bawaan daiam setiap pengendalian intern setiap entitas (Boynton, 

Johnson and Kell, 2001). 

Keterbatasan yang melekat atau bawaan dalam setiap pengendalian intern 

tersebut ada]ah (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998): 

1 . Kesalahan dalam pertimbangan. 

Manajemen dan personel lain dapat salah dalam memepertimbangkan 

keputusan yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena 

tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain. 

2. Gangguan. 

Gangguan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami 

perintah atau membuat kesa1ahan karena kelala~an, tidak adanya 

perhatian atau kelelahan. Perubahan pada personel atau sistem dan 

prosedur baik sementara maupun pennanen juga dapat mengakibatkan 

gangguan. 

3. Kolusi. 

Kesepakatanjahat bersama antara dua atau lebih individu dalam entitas 

iiiaupuii dcngan viarig dih;ai cnt;ta5 t.mtuk mcngesampingkan 

pengendalian intern entitas. Kolusi menyebabkan bobolnya 

pengendalian intern yang dlbangun untuk melindungi kekayaan entitas 

dan tidak terdcteksinya kccurangan atau tidak tcrungkapnya 

ketidakberesan oieh pengendal ian intern . 

. ·-
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4. Pengabaian oieh manajemen. 

Manajemen mengabaikan kebijakan atau prosedur yang te1ah 

ditetapkan dengan tujuan seperti, kepentingan dan keuntungan pribadi, 

.....-Penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. 

5. Biaya 1awan manfaat. 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern 

tidak boleh meleblhl manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern 

tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat 

biasanya tidak dapat dilaksanakan, maka manaJemen harus 

memperkirakan dan mempertimbangkan secara kualitatif dan 

kuantitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengenda1ian 

intern. 

11. 3. Sistem Akuntansl l,ehiberian Kredit 

Sistem akuntansi pemberian kredit bertujuan untuk mengelola penyediaan 

dan penyaluran kredit secara memadai. Sistem perkreditan ini memiliki kaitan erat 

dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu bank selain prosedur­

prosedur lain yang mendukungnya. Muchdarsyah Sinungan ( 1994) memberikan 

sistematika prosedur pengelolaan kredit sebagai berikut: 

a. Pcrencanaan krcdit 

b. Permohonan kredit 

c. Administrasi kredit 

d. Pengawasan atau pengamanan kredit 
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1jukria P. Tawaf (1"99"9) juga menyatakan bahwa dalam mengelola kredit ada 

beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh bank, yang meliputi: 

a. Prosedur pennohonan kredit 

Pada saat nasabah meng~jukan permohonan kredit, segenap 

data dan infonnasi yang diterima dari calon nasa·bah tersebut 

dibandingkan antara data satu dengan yang lain. Pejabat bagian kredit 

meneliti dan membandingkan semua aspek data tersebut, baik 

kebenaran, keabsahan, kewajaran dan lainnya. Bank harus 

memperhatikan apakah usaha calon nasabah tersebut tennasuk da1am 

target market atau tidak. Apakah dari hasil evaluasi awal terjadi 

keraguan atas beberapa hal, maka dapat diputuskan bahwa kredit tidak 

dapat diproses lebih lanjut. 

b. Prosedur ana lisa kredit 

Proscdur ini pcrlu mempcrhntikan aspck-aspck lcgnlitas usaha, 

yuridis teknis, sumber daya a·lam dan manusia, ekonomis, pemasaran 

keuangan dan lain sebagainya. Dalam prosedur ini tim kredit akan 

menganalisa lebih dalam untuk menetap-kan keputusan kreditnya 

berdasarkan informasi yang terdapat dalam analisa kredit yang 

'1ertuang dalam memo usulan kredit. 

Dalam keputusan kredit, disamping ditetapkan jumlah kredit, 

jang·ka waktu, tingkat bunga, tujuan penggunaan, disertai juga dengan 

syarat-syarat (term t~l condition) yang harus dipenuhi oleh nasabah. 

Syarat-syarat im mehputi syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit 
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ini ditarik oieh nasabah dan syarat-syarar pada saar kredit berjalan. 

Dengan demikian proses pengendalian dalam prosedur ini adalah 

dengan membandlngkan dan mengevaluasi apakah syarat-syarat 

tersebut telah dan dapat dipenuhi oleh nasabah. 

c. Prosedur penarikan kredit 

Apabila seluruh syarat perkreditan telah dipenuhi oleh nasabah, 

maka proses pelaksanaan kredlt dapat berjalan dan nasabah dapat 

melakukan penarikan kredit sesuai dengan persetujuan kredit. Kegiatan 

pengendaiian 1m se1a1u beruiang-uiang membandingkan dan 

mengevaluasi penarikan-penarikan kredit nasabah dengan syarat-syarat 

yang ditetap'kan oleh bank. 

d. Prosedur pemantauan kredit 

Pemantauan pada kredit pada hakekatnya menginginkan agar 

sasaran -kredit tercapai baik bagi bank maupun bagi nasabahnya. Pada 

saat kredit berjalan aktivitas usaha nasabah dilaporkan pada bank, 

sesuai syarat yang ditetapkan tim kredit. Setiap saat bank 

memperhatikan laporan-laporan nasabah untuk melihat apakah target­

target usaha nasabah yang ditetapkan tercapai atau tidak. Apabila 

proses pemantauan ini tidak betjalan dengan baik maka kesulitan 

nasabah tidak secara dini terdeteksi. Sehingga bank terlambat dalam 

mengambil langkah-langkah antisipasi dan koreksi. Oleh karena itu, 

bank harus secara rutin melakukan ·kunjungan ke lo.kasi usaha nasabah 

untuk meyakinkan secara fisik segala informasi yang diperoleh dan 



mencarikan dari sumber yang tepat dan akurat secara obyekti f Proses 

pemantauan ini berjalan secara terus menerus sampai dengan kredit itu 

selesai dan dilunasi. 

II. 4. Pengendalian Intern Prosedur Pemberian Kredit 

Dalam pemberian dan pengembaiian lredit terdapat tujuan yang memiliki 

lingkup yang luas antara lain profitability dan safety. Profitability adalah tujuan 

untuk mempero1eh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari 

pemungutan bunga. Safe(v merupakan keamanan prestasi atau fasiiitas yang 

diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan profitability dapat benar-

benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Graddy and Spencer (1990), 

menyatakan bahwa ada lima prinsip yang harus dilakukan dalam kegiatan 

perkreditan untuk menilai calon nasabah agar dapat berjalan sehat. Kelima prinsip 

tersebut dikenal dengan istilah 5 C ·s Credit yang me1iputi sebagaimana juga 

diungkapkan oleh Teguh P. Muljono ( 1990): 

a. Character (karakter) 

Dasar dalam pemberian kredit bank kepada nasabah adalah atas 

dasar kepercayaan dan yang mendasari suatu kepercayaan adalah 

adanya keyakinan dari bank bahwa nasabah mempunyai moral, watak 

ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga 

mempunyai rasa tanggung jawab sebagai pribadi, anggota masyarakat, 

maupun dalam menjalankan usahanya. Dalam pemberian kredit periu 

diperhatikan tentang kepribadian nasabah, seperti riwayat hidup, 
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penga1aman usa·ha, hobi, kondisi <l<:eiuarga, dan pergaulan dalam 

masyarakat serta bagaimana penilaian rnasyarakat tentang diri nasabah. 

Untuk menilal K:arakter ini mernang cukup sulit, karena masing-masing 

manusia mempunyai watak yang berbeda satu dengan yang lainnya, 

oieh karena itu para pengeloia kredit kredit harus juga mempunyai 

keterampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak nasabah. 

b. Capaci(v (kapasltas) 

Capacity disini adalah suatu penilaian kepada calon nasabah 

mengenai kemampuan me1unasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan 

usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya 

yang dibiayai dengan kredit bank. Jadi jelaslah maksud dari penilaian 

terhadap capacity ini untuk rnenilai sampai dimana hasil usaha yang 

akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk meiunasinya tepat 

waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Dalam penilaian capacity ada bebarapa hal yang perlu diperhatikan 

yaitu sebagai berikut: 

• Pengalaman dalam bisnis yang dihubungkan dengan 

pendidikannya. 

• Pengalaman-pengalaman bisnisnya dalarn rnenyesuaikan diri 

dengan kondisi perekonomian atau ketentuan-ketentuan 

pemerintah serta mengikuti perkembangan teknologi dan 

sistem perusahaan. 



• Bagaimana kekuatan perusahaan dalam sektor keuangan 

maupun non keuangan. 

• Bagaimana kapasitas yuridis yang d1mi1iki oleh caJon nasabah 

untuk melakukan perjanjian kredit. 

c. Capitai (modal) 

Adalah penilaian terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh 

calon nasabah. Kemampuan modal sendiri ini merupakan benteng yang 

kuat agar tidak mudah goyah dalam menjalankan usahanya, misalnya 
_..--. 

daiam situasi pasar modai dengan tingkat bunga tinggi maka sebaiknya 

komposisi modal sendiri hams semakin besar. Sebaliknya caJon 

nasabah yang memilikt modal sendiri yang kecil, usahanya akan 

mudah goyah apabila ada goncangan keuangan dari pihak luar. 

Sehingga da·lam pemberian kredit bank harus melihat distribusi modai 

yang dimiliki guna mengetahui tingkat efektivitas penggunaan sumber-

sumber modal yang dtgunakan. 

d. ( 'ol/ateral Uaminan) 

('ollateral merupakan barang-barangjaminan yang diserahkan oleh 

nasaba·h sebagai jaminan atas ·kredit yang diterimanya. Manfaat 

collateral adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai 

dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana nasabah 

tidak mampu melunasi kreditnya dari hasi1 usahanya yang normal. 

Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi 

kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan 
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datang pada saatnya kredit tersebut di"iunasi. Pada hakekatnya bentuk 

jaminan dapat bermacam-macam tidak hanya berbentuk jaminan 

kebendaan yang berwujud secara fisik saja tetapi juga jaminan-jaminan 

non fisik seperti jaminan pribadi, surat berharga, rekomendasi, avalist, 

letter q{con?fort dan lain-lain. 

e. Conditions (kondisi) 

Dalam pemberian kredit juga harus dipet1imbangkan kondisi 

ekonomi secara umum serta kondisi sektor usaha calon nasabah. Hal 

ini dilakukan untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh 

kondisi perekonomian, serta mengetahui kondisi usa·ha nasabah guna 

mengetahui apakah kredit yang akan diberikan akan berguna bagi 

perkembangan usahanya tersebut. 

Tingginya risiko pengendalian atas pemberian kredit menyebabkan perlu 

diterapkannya pengendalian intern yang memadai. Adapun risiko-risiko yang 

dapat timbul dalam melakukan pengelolaan kredit adalah sebagai berikut (Tjukria 

P. Tawaf, 1 999): 

a. Tidak kcmbalinya kredit yang diberikan olch bank, baik berupa pokok 

pinjaman ataupun bunga pinjaman. Hal ini bisa terjadi ·karena beberapa 

hal, seperti kelalaian bank, itikad buruk nasabah atau sebab-sebab lain 

di luar jangkauan bank sepert.i kebijakan pemerintah atau bencana 

a lam. 

b. Kerugian yang disebabkan oleh tidak adanya kebijakan kredit atau 

ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan. 
,.-. 
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c. Kredit terkonsentrasi pada pihak tertentu dan informasi yang tidak 

lengkap atau akurat sehingga risiko kredit semakin besar. 

d. Hilangnya pendapatan karena kesalahan data, analisis dan proses 

sehingga keputusan menjadi salah. 

e. Kerugian akibat tindakan dari pihak iuar berupa pemaisuan akte 

pendirian perusahaan, laporan keuangan oleh nasabah, jaminan palsu 

atau penyalahgunaan jaminan oleh nasabah. 

f. Kerugian akibat tindakan pihak intern, misalnya berupa 

penya1ahgunaan pembayaran dari nasabah, penyaiahgunaan jaminan, 

kredit fiktif atau penerimaan komisi dari nasabah agar kredit dapat 

diberikan. 

g. Kerugian karena diubahnya atau tidak akuratnya informasi mengenai 

jlie kredit yang berhubungan dengan informasi nasabah (nama, a1amat, 

perusahaan I badan usaha) dan informasi mengenai sejarah kredit (jenis 

kredit yang diberikan, jaminan, pembayaran, jatuh tempo dan jadwal 

pembayaran). 

h. Kerugian karena penyalahgunaan informasi mengena1 kredit yang 

dihapuskan. 

1. Kerugian karena alokasi pembayaran ke rekening yang tidak benar. 

Berdasarkan pertimbangan risiko yang dapat timbul dalam rnelakukan 

pengelolaan kredit sehingga diperlukan pengendalian intern yang memadai dalam 

mengelola kredit. Pengenda]ian intern pada prosedur pengelolaan kredit 

merupakan sarana bagi manajemen dalam mengelola pelaksanaan operasi 
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perkreditannya. Pemahaman terhadap pengendalian intern prosedur pemberian 

kredit akan sangat membantu manajemen dalam menentukan kebijakan dan 

prosedur pengelolaan kredit. PengendaHan intern juga akan mempennudah dan 

menghemat dalam melakukan pemeriksaan. Beberapa pokok utama dalam 

pengendaiian kredit adaiah (Tju"kria P. Tawaf, ·1999): 

a. llarus ada pengendalian intern yang baik, dalam arti bahwa ada 

pemisahan fungst antara pe.Jabat yang menyetu_1ui kredit, yang 

melakukan pembayaran kepada nasabah, penagihan, analisa, 

administrasi kredit serta peniiaian jaminan. 

b. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetttiui direksi. 

Kebliakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat 

ketentuan mengenai limit cabang dan .limit pemberi persetujuan, 

ketentuan mengenai jenis kredit yang diiarang, ketentuan mengenai 

jangka waktu kredit (maksimum dan minimum), ketcntuan mengenai 

tmgkat bunga dan provtst, ketentuan mengenai perbandingan antara 

kredit dengan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari 

nasabah, "J<onscntrasi k.redit dan pcngcrtian l<rcdit bcrmasaiah serta 

penanganannya. 
,..-. 

c. Harus ada karyawan yang kompcten dalam memproscs kredit artinya, 

para pengelola kredit di bank harus memiliki pengetahuan yang cukup 

serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan 

kreditnya, baik yang menyangkut pada ketentuan bank intern, 
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ketentuan Bank indonesia maupun dalam hai menangani pennasalahan 

dengan nasabahnya. 

d. Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan 

manajemen harus selalu memantau pelaksanaan revieVI' tersebut. 

Dalam hubungan ini, pelaksanaan revievl' serta pemantauan atas tindak 

lanj ut pada masalah yang ada ·harus dilakukan secara terus menerus 

dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu 

me·lakukan deteksi dini atas pennasalahan yang ada berikut 

penanganan tindak lanjutnya. 

Coleshaw, John ( 1989) juga membagi inti-inti pengendalian pemberian 

kredit ke dalam empat tahap, yaitu: 

1. Penilaian : merupakan aktivitas untuk mempelajari secara teliti 

informasi mengenai eaton nasabah. 

') Pertimbangan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan 

sebe1umnya, hirarkinya tergantung otoritas yang diberikan oleh 

manaJemen. 

.... Pemantauan _,. revieu· sccara bcrkelanjutan atas situasi dan kondisi 

usaha peminjam. Hal ini dapat dilakukan dengan terus memperbaharui 

data mengenai keuangan nasabah, termasuk laporan keuangan dan 

sekaligus juga melakukan pcrtemuan serta kunjunga1~ pada nasa bah. 

4. Pen~cndalian : usaha-usaha vang dilakukan untuk meminimalkan .... - .... 

risiko. Langkah-langkah pembinaan dilaktikan untuk: membantu 

nasabah dalam menangani kesu1itannya. 
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Adapun manfaat pengendahan intern terhadap pemberian kredit dapat 

diperluas sebagai berikut: 

a. Adanya pengecekan intern peke~jaan satu fungsi dengan fungsi yang 

lain sehingga terhindar dari salah saji. 

b. Mempermudah pengawasan semua transaksi keuangan dengan 

mengawasi penggunaan fonnulir. 

c. Mengurangi risiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir atas 

pengembalian kredit. 

d. Adanya pem isahaan fungsi sccara jelas dan tegas yang berfungsi untuk 

mengawasi semua mutasi ·kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan 

kas serta menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

Inti pengendahan intern ada·lah tindakan untuk mengarahkan kegiatan 

termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian kegiatan yang 
,..-. 

selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun unsur-unsur pengendalian intern 

yang bertqjuan untuk mencapai tujuan pengendalian intern perkreditan adalah 

sebagai herikut (Tjukria P. Tawaf, 1 999): 

a. Pada saat proses permohonan kredit 

a. Personi·l yang kompeten dan dapat dipercaya. 

Account <~tJicer (A/0) atau Relationship O.fficer (R/0) dan orang-

orang yang menangani proses pennohonan kredit harus memahami 

syarat-syarat serta data kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah, 

antara lain: 
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o Mengetahui Jems kebutuhan pembiayaan yang diperlikan 

nasabah. 

o Mengetahui jenis kredit bank yang cocok untuk pembiayaan 

nasabah tersehut. 

o Mengetahui syarat-syarat kreditnya serta data yang harus 

dipenuhi nasabah berkaitan dengan pembiayaan tersebut. 

o Mengetahui prosedur teknis proses kredit. 

b. Pemisahaan tugas yang memadai. 

Pemisahaan tugas antara petugas penilai jaminan dengan petugas 

yang mdakukan analisis kredit mutlak harus ada. Artinya penilaian 

jaminan harus dilakukan secara independen bukan oleh relationship 

qjjicer (RIO) saja. Penilaian jaminan bisa dilakukan oleh petugas 

internal bank ataupun instansi yang khusus untuk itu, seperti 

perusa·haan penilai (appraisal company; yang ditunjuk oleh bank. 

Untuk menjaga kemungkinan yang tidak diKehendaki, maka 

perusahaan penilai yang ditunjuk oleh bank pun harus melalui 

pcmilihan yang selektif. 

c. Prosedur otoritasi yang wajar. 

Prosedur otoritasi merupakan aspek penting dalam pengendalian 

intern. Dalam hubungan 1m adalah dipenuhinya persyaratan 

pelaksanaan proses sesuai yang ditetapkan dalam buku pedoman 

kredit, baik kebijakan ataupun prosedurnya. Misalkan, proses kredit 
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bisa diiakukan setelah semua dara yang diburuhi.:an di~crahkan kc 

bank. 

d. lJokumcn dan catatan yang cukup. 

Dokumen dan catatan administrasi yang dibutuhkan meliputi antara 

lain: data ekonomis, keuangan, teknis, yuridis dan sebagainya. 

Semuanya harus didukung oleh bukti-bukti yang sah. 

e. Pemeriksaan fisik dan catatan. 

,.--- Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan dalam proses permohonan 

kredit yang terpenting adalah pemeriksaan di tempat (on the .\pot) 

sebelum proses kredit selanjutnya dilakukan, meliputi: 

o Pemeriksaan kegiatan usaha nasabah, termasuk tempat-tempat 

usahanya. 

o Pemerisaan jaminan kreditnya, meliputi pemeriksaan fisik (on 

the SJ)(JO, ·lokasi, taksasi nilai beh, nilai jual kembali dan nilai 

buku. 

Dengan dernikian, data yang berupa catatan-catatan tentang kondisi 

nasabah untuk proses krcdit sclanjutnya didasarkan pada kondisi 

obyekti f yang sebenarnya. 

b. Pada saat proses analisis kredit 

a. Personil yang kompeten dapat dipercaya. 

o Nelauonship r~fJicer (R/0) yang meiakukan analisis terhadap 

data yang sudah disiapkan harus mempunyai pengetahuan yang 

memadai. 
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o Relationship (4/lcer (R/0) tersebut hams mempunyat sikap 

mental obyektif, jujur dan dapat dipercaya. 

o Lakukanjuga penilaian terhadap para anggota tim kredit. 

b. Pemisahaan tugas yang memadai. 

Hams ada pemisahan tugas yang dibuktikan dengan keputusan kredit 

dibuat atas dasar analisa dan diuji kembali dalam rapat tim kredit. 

Rapat tim kredit dilakukan berjenjang baik tingkat Kantor Cabang 

ataupun Kantor Pusat tergantung dari wewenang kreditnya. 

c. Prosedur otoritasi yang wajar. 

Prosedur otoritasi da1am proses analisa kredit yang menyangkut 

aspek pengenda'lian terutama menyangkut otoritasi atas keputusan 

kredit harus dilakukan oleh yang benvenang (tim kredit) berdasarkan 

tingkatannya. Oleh sebab itu, batasan dari wewenang tim kredit 

harus jelas dan tegas. 

d. Dokumen dan catatan yang memadai. 

Data yang dijadikan dasar untuk informasi, analisa dan keputusan 

kredit bank harus tetjamin keakuratan, ketepatan, kebenaran dan 

kelengkapannya sehingga memadai untuk dijadikan suatu keputusan 

kredit. Dengan demikian pengujian kebenaran data perlu diyakinkan 

kebenarannya apakah telah dilakukan oleh relationship officer (R/0) 

atau pejabat kredit lainnya. 
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e. Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan. 

,---. Analisa kredit sangat memperhatikan hasil pemeriksaan di tempat 

yang paling mutakhir, baik keadaan usaha nasabah maupun kondisi 

_1ammannya. 

c. Pada saat proses penarikan kredit 

a. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya. 

Petugas bank yang menangani penarikan kredit harus memiliki: 

o Pengetahuan yuridis baik mengenai perjanjian, pengikatan dan 

penguasaan jaminan. 

o Penguasaan masalah yang bersangkutan dengan asuransi baik 

asuransi kredit maupun asuransi dari barangjaminan. 

o Pengetahuan yang cukup tentang sumber dana kredit baik dana 

kredit dari intern bank atau dana likuidasi bank lain ataupun 

likuidasi Bank Indonesia. Sehingga terjamin penyediaan dana 

dan realisasi penarikannya. 

o Pengetahuan yang cukup tentang mekanisme bank teknis dalam 

kaitan dengan pcnarikan kredit nasabah. Termasuk di dalamnya 

pembebanan biaya kepada nasabah seperti provisi dan 

sebagainya. 

o Mental yang baik artinya tidak mempersulit nasabah untuk 

tuj uan-tujuan tertantu. 
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b. Pemisahaan tugas yang memadai. 

Aspek pengendalian dalam proses penarikan kredit yang penting 

adalah pihak yang memberikan persetujuan atas penarikan kredit 

bcrhcda dcngan pctugas bank yang mclaksanakannya. Artinya proses 

persetujuan tersebut telah melalui penelitian bahwa syarat-syarat 

disposisi telah dipenuhi oleh nasabah. Dengan demikian proses ini 

melalui langkah petugas bank yang membuat transaksi kemudian 

petugas bank yang melakukan pemeriksaan kebenaran datanya serta 

petugas bank yang memberi persetujuan atas transaksi tersebut 

(maker, checker, dan signer). 

c. Prosedur otoritasi yang wajar. 

l-lanya pejabat yang berwenang yang bisa melakukan otoritasi dalam 

penarikan kredit nasabah. Untuk itu perlu dilihat cara apakah 

pengaturan dan pelaksanaannya untuk menilai apakah tepat atau 

tidak. Misalnya, dalam hal penarikan dengan cek oleh nasabah atas 

kreditnya harus ada koordinasi antara petugas teller customer 

servtc:e dengan reiationship oj}lcer (RJO) yang bersangkutan dan 

harus ada pengaturan hubungan kedua unit kerja bank tersebut. 

d. Dokumen dan catatan yang memadai. 

Bank harus meneliti apakah catatan yang ada sesuat dengan 

dokumentasinya terutama menyangkut: 
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o Keiengkapan standar dari perjanjian kredit beserta lampiran­

lampiran, pengisiannya harus sama dengan keputusan dari tim 

kredit. 

o Kelengkapan standar pengikat jaminan serta penguasaan bukti 

pemilikannya. 

o Kelengkapan standar registrasi dalam administrasi bank atas 

semua transaksi nasabah. Dalam hubungan ini, nasabah hanya 

bisa melakukan penarikan hila semua dokumentasi kredit telah 

diisi dan ditandatangani secara lengkap. 

e. Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan. 

Petugas bank (reliationship o.fficer) harus yakin bahwa penarikan 

kredit yang dilakukan nasabah memang digunakan untuk melakukan 

transaksi bisnis sesuai dengan yang ditetapkan bank dengan 

memperhatikan stok dan I atau piutang nasabah. Hal ini bisa dilihat 

dari laporan periodik nasabah ke bank atau audit inspeksi ke lokasi 

usaha nasabah untuk membuktikan kebenarannya. 

d. Pada saat proses pemantauan 

Yang dimaksud proses umpan balik pelaksar.aan kredit adalah 

proses yang berlangsung tatkala kredit berjalan. Proses ini merupakan 

proses pemantauan dan pemeliharaan nasabah. Tekanan utama proses 

ini adalah menjaga agar usaha nasabah berkembang serta 'kewajibannya 

ke bank (pembayaran bunga, angsuran dan biaya bank lainnya) dapat 

dilaksanakan dengan baik. 
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Da1am praktik ada kecenderungan relationship (~(!leer (RIO) 

kurang memperhatikan proses ini, karena hanya berkonsentrasi pada 

proses kredit, baik . bam, perpanjangan ataupun tambahan s~ja. 

Akibatnya permasalahan yang baru diketahui pada saat kredit jatuh 

tempo. 

a. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya. 

o l?elationship (~j)lcer (R/0) secara dini harus mengetahui 

segenap persoalan yang dihadapi nasabahnya. Pada kesempatan 

pertama seharusnya relationship oj/lcer (RJO) mengetahui 

infonnasi itu, baik bersumber dari transaksi intern bank atau pun 

informasi lain dari luar bank tennasuk dari media massa bahkan 

rumor. Relations/zip ojjicer (RJO) harus mampu 

mengembangkan pemantauannya. 

o Ne/ationship r!fjlcer (R/0) harus mampu memahami laporan 

keadaan usaha nasaba"h serta mampu mengana1isanya .. 

o l?elat ionship r!fjlcer (R/0) mempunyai inisiatif untuk menggali 

persoalan yang mungkin ada dalam usa·ha nasabah, baik dari 

laporan yang ada maupun informasi lainnya. 

b. Pemisahaan tugas yang memadai. 

o Petugas bank yang mengelola rekening (customer service) aktif 

memberikan informasi kepada relationship o.tllcer (RiO) atas 

terjadinya pergerakan rekening nasabah, diminta atau tidak, 
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terutama bi"la pergen\kan re'kening hedit yang dilJerikan (KYD) 

diluar kewajaran. 

o Relations/zip ojjlcer (RIO) JUga harus aktif melakukan 

komunikasi dengan customer service untuk selalu dapat 

mengetahui kondisi rekening nasabah. 

c. Prosedur otoritasi yang wajar. 

Dalam proses pemantauan m1, dari pem1mpm cabang atau 

relationship officer (R/0) dalam memberi catatan I disposisi baik 

pada laporan-laporan atau surat menyurat lainnya dari i ke nasabah 

peilu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya 

otoritasi ini berpijak pada ketentuan yang berlaku. Misalnya, apabila 

tetjadi penukaran jaminan relationship officer (R/0) harus mengerti 

masalah-masalah secant yuridis dan kcpcntingan l?ank tctap mcnjadi 

prioritas utama. Contoh lain adalah penetapan tingkat kolektibilitas 

nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 

d. Dokumen dan catatan yang memadai. 

Tcrpeliharanya dokumcntasi krcdit dan file kredit nasabah 

merupakan syarat penting dari pengenda-lian. Demi'kian juga data 

yang menyangkut administrasi kredit lainnya. Dengan demikian, 

harus ada jaminan bahwa: 

o Pendapatan bank (bunga, provisi dan lain-lain) selalu terpantau 

dcngan haik. 

o Kcw<~pban nasabah (angsuran) selalu terpantau dengan baik. 
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o Bila terjadi penyimpangan dapat segera d{ketahui dan diambil 

langkah perbaikan i koreksi. 

e. Pemeriksaan fisik a"ktiva dan catatan. 

o Selama masa pemantauan ada kewajiban dari relationship 

o.tflcer (RJO) untuk sela1u memelihara komunikasi dengan 

nasabah, yang antara lain dilakukan dengan melakukan 

kunjungan I inspeksi ke lokasi usaha nasabah baik untuk 

meninjau perkembangan usaha maupun melihat kondisi stok dan 

sebagainya. 

o Hasil pemnJauan ini perlu di revieH· dengan laporan yang 

disampaikan nasabah ke bank untuk meyakinkan kebenaran data 

selama ini. 

f. Pemeriksaan pekerjaan secara independen. 

Salah satu aspek dari pelaksanaan pengendalian yang baik adalah 

a~anya audit peke~jaan pada kegiatan kredit oleh auditor secara 

independen untuk lebih mendorong berjalannya pengendalian 

perkreditan pada unit kerja yang menge1o1a kredit. Dalam hal ini, 

perlu diperhatikan apakah auditee memperhatikan saran I 

rekomendasi perbaikan yang disampaikan auditor. 
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11. 5. Attribute Sampling dalam Pengujian Pengendalian 

II. 5. 1. Pengujian Pengendalian 

Pengendalian intern yang dijalankan oleh sebuah perusahaan akan sangat 

mendukung terciptanya efesiensi dan efektivitas kinetja perusahaan tersebut. 

Tingkat efektivitas menunjukkan tingkat keamanan kekayaan perusahaan yaitu, 

jaminan perusahaan dapat mencegah teijadinya kesalahan atau sa-lah saji yang 

material dalam proses akuntansi. Tingkat efektivitas pengendalian intern dapat 

diukur dengan mela:kukan pengujian kepatuhan (compliance tesO atau sering 

disebut pengujian pengendalian (test c!f control). Pengujian pengendalian (test of 

control) adalah prosedur yang di"laksanakan untuk menentukan efektivitas desain 

dan I atau operasi kebijakan dan prosedur pengendalian intern (Mulyadi dan 

Kanaka Puradiredja, 1998). 

Pengujian pengendalian yang diarahkan terhadap efektivitas desain 

·kebija·kan dan prosedur pengendalian intern berkaitan dengan apakah kebijakan 

dan prosedur pengendalian tersebut didesain sesuai untuk mencegah atau 

mendeteksi sala·h saji material dalam asersi tertentu Japoran keuangan. Pengujian 

ini meliputi prosedur permintaan keterangan dari pegawai entitas yang 

semestmya, mspeksi dokumen dan laporan serta pengamatan terhadap penerapan 

pengendalian tertentu. 

Dalam pengujian pengendalian yang diarahkan pada efektivitas operasi 

kebijakan dan prosedur pengendalian intern berkaitan dengan bagaimana 

penerapan pengendal ian, konsistensi penerapannya selama peri ode audit dan siapa 

yang menerapkannya. Pengujian ini mencakup prosedur permintaan keterangan 
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dari pe[:.wai yang semestinya, inspeksi atas dokumen, laporan atau electronic 

files yang menggambarkan kinerja pengendalian, pengamatan terhadap penerapan 

pengendahan serta pengtt'langan penerapan pengendalian oleh auditor (SPAP, 

2001). 

Dalam melaksanakan penguJian pengendalian terhadap pengendalian 

intern, ada dua macam pengujian yang di1akukan o·leh auditor, yaitu (Mulyadi dan 

Kanaka Puradiredja, 1998): 

I . Penguj ian adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern. 

Auditor me1akukan dua macam pengujian untuk menentukan 

apakah informasi mengenai pengendalian intern yang dikumpulkan 

henar-benar ada, dengan prosedur sebagai berikut: 

• Penguj ian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan 

transaksi tertentu. 

Untuk mcmbuktikan adanya kcpatuhan pengcndalian 

intern, auditor memilih transaksi tertentu kemudian melakukan 

pengamatan adanya unsur-unsur pengendalian intern dalam 

pelaksanaan transaksi tcrscbut, se_1ak transaksi dimu1ai sampai 

dcngan sclcsai. 

• Pengt0ian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah 

dicatat. 

Dalam hal-hal tertentu auditor seringkali melakukan 

pengt~jia~ pengendalian terhadap pengenda.lian intern dengan 

cara melaksanakan pengujian terhadap transaksi tertentu yang 
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telah tet:jadi dan telah dicatat dalam catatan akuntansi. Disini 

auditor harus memilih transaksi tertentu kemudian mengikuti 

pelaksanaannya (repe1jorming) dari awa1 sampai selesai, 

melalui dokumen-dokumen yang dibuat dalam transaksi 

tersebut dan pencatatannya dalam catatan akuntansi. 

2. PengLtiian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern. 

Dalam melakukan pengujtan tingkat kepatuhan terhadap 

pengendalian intern, auditor dapat menempuh prosedur sebagai 

berikut: 

• Mengambil sampel bukti transaksi dan memeriksa 

kelengkapan dokumen pendukungnya serta tanda tangan 

pejabat berwenang. Ttuuannya adalah untuk mendapatkan 

kepastian transaksi telah di otorisasi pejabat berwenang. 

• Melaksanakan pengujian bertujuan ganda (dual-purpose test), 

yang merupakan kombinasi antara pengujian yang tujuannya 

untuk menilai efektivitas pengendalian intern (pengujian 

pengenda.lian) dan peng~pan yang tujuannya menilai 

kew~aran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

(pengujian substantif). 

H. 5. 2. Attribute Sampling 

Allribute sampling adalah model statistik yang biasa digunakan auditor 

untuk melakukan pemeriksaan akuntansi, khususnya pada tahap pengujian 
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pengenda1ian. Tujuan pengujian menggunakan attribute sampiing ada1ah untuk 

memperoleh keyakinan yang beralasan bahwa tingkat penyimpangan yang terjadi 

dalam suatu populasi tidak lebih besar dibandingkan dengan tingkat 

penyimpangan yang telah ditetapkan. Allrihute sampling hanya dapat digunakan 

apabila pelaksanaan prosedur pengendalian intern meninggalkan jejak (audit 

trail). Teknik ini digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi prosedur 

pengendalian intern klien dengan tujuan untuk mengevaluasi prosedur 

pengendalian intern klien dengan efektif terhadap efektivitas prosedur tersebut. 

Pengujian pengendalian dilakukan dengan tujuan untuk meniiai efektifitas 

pengendalian intern. Dalam melakukan pengujian auditor tidak menguji seluruh 

bukti untuk merumuskan pendapatnya, melainkan hanya melakukan pengujian 

(test) terhadap karateristik sebagian bukti untuk membuat kesimpulan mengenai 

kara.kteristik seluruh hukti. Adapun dalam pengujian dapat digolongkan menjadi 

dua cara atau metode yaitu, statistical sampling dan non statistical sampling. 

Dalam metode nons/at ist icul sampling auditor menentukan besamya 

sampel dan kemudian menilai hasilnya dengan menggunakan pengalaman serta 

pertimbangan-pertimbangan pribadinya. Dengan cara ini· auditor dalam 

pemt!riksaannya bisa secara tidak sengaja menggunakan terlalu besar sampel atau 

terlalu sedikit sampel. Pengambi1an sampel yang tedalu besar mengakibatkan 

pemeriksaan menjadi kurang efisien, sedangkan pengambilan sampel yang terlalu 

kecil menyebabkan tidak diperolehnya bukti kompeten yang cukup seperti yang 

diisyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga. Selain itu, pengambilan 

sampel dipengaruhi oleh subyektivitas auditor sehingga pengambilan sampel akan 
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berbeda antara auditor yang satu dengan auditor yang lain. Namun, jika metode 

nunstatistica! sampling dirancang secara tepat dapat sama efektifnya dengan 

met ode statistical sampling (Boynton, Johnson and Kelt, 200 I). Penguj ian non 

statistical sampling terbagi menjadi tiga yaitu, mengambil sam pel I 00%, 

melaksanakan judgment sampling dan meiakukan representatif sampling 

(Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998). 

Sedangkan dalam metode statistical sampling kemungkinan dibutuhkan 

biaya yang cukup besar untuk melatih auditor dalam penggunaan alat statistik dan 

merancang dan menerapkan rancangan sampling. Namun, statistical sampling 

memberikan keuntungan bagi auditor dalam: 

1. Mendesain sampel dengan efisiensi. 

2. Mengukur kecukupan bukti yang diperoleh. 

3. Mengevaluasi ·hasil sampe1. 

Pengujian pengendalian dengan menggunakan statistical sampling akan menjamin 

obyektivitas hasil evaluasi terhadap obyek yang akan diperiksa, karena dua orang 

atau lebih auditor menggunakan parameter yang sama dalam pengambilan sampel 

akan menghasilkan konklusi atau kesimpulan yang tidak berbeda secara statistik 

(Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998). Disamping itu, yang lebih penting 

adalah bahwa statistical sampling dapat memudahkan auditor untuk mengukur 

dan mengawasi risiko sampling (Boynton, Johnson and Kell, 200 I). 

Statistical sampling dapat dibagi menjadi dua yaitu, variable sampling dan 

attribute sampling. Variable sampling digunakan terutama untuk menguji nilai 

rupiah yang tercantum dalam rekening pada pengujian substantive, sedangkan 
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attrihute sampling atau proportional sampling dibrunakan terutama untuk menguji 

efektivitas pengendalian intern pada pengujian pengendalian (Mulyadi dan 

Kanaka Puradireqja, 1998). Attribute sampling dalam pengujian pengendalian 

meliputi tiga model atlrihute sampling yaitu, (a) fixed sample si::e attribute 

sampling. (h) stop or go sampling dan (c) discove!J' sampling (Mu1yadi dan 

Kanaka Puradiredja, 1998). Adapun prosedur penerapan ketiga model atlrihute 

sampling tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Fixed su.mple si::e aflribule sampling 

Pengambilan sampe1 dengan menggunakan model ini ditujukan untuk 

memperkirakan prosentase terjadinya suatu k~jadian tertentu dalam 

suatu populasi. Model ini digunakan terutama jika auditor me'fakukan 

pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian intern 

yang diperkirakan terjadi banyak penytmpangan. Adapun prosedur 

pengambilan sarnpel adalah sebagai berikut: 

• Penentuan alfnhute yang diperiksa untuk menguji efektivitas 

pengendalian intern. Attribute adalah karaktcristik yang bersifat 

kua1itatif, suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan 

unsur yang lain. Dalam hubungan kcgunaannya dengan pengujian 

pengenda1ian attribute adalah penyimpangan dari atau tidak adanya 

unsur tertentu dalam suatu pengendalian intern yang seharusnya 

ada. Da·lam penguJian pengendahan terhadap sisten1 pemberian 

kredit, salah satu yang diperiksa oleh auditor adalah tanda tangan 
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persetujuan dari bagian kredit yang tertera dalam surat pennohonan 

kredit. 

• Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya. 

• Penentuan besarnya sampe1. 

Dalam menentukan besarnya sampel yang akan diambil dari 

populasi tersebut secara statistik, maka auditor harus 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

.;· Penentuan tingkat keandalan (reliability level) atau R %. 

Tingkat keandalan adalah probabilitas benar dalam 

mempercayai efektivitas pengendalian intern. Misalnya auditor 

memilih R% = 95% berarti bahwa ia mempunyai resiko 5% 

untuk mempercayai suatu pengendalian intern yang sebenarnya 

tidak efektif. Dalam pengujian pengendalian, umumnya auditor 

menggunakan R % = 90%1, 95% dan 99% . 

./ Penaksiran prosentase terjadinya affrihute dalam populasi. 

Penaksiran didasarkan pada pengalaman auditor dimasa lalu 

atau dengan melakukan percobaan. Misalnya dari pemeriksaan 

50 "lembar surat order pengiriman tersebut terdapat 1 lembar 

yang tidak dilampiri dengan krcdit c.:opy yang ditanda tangani 

oleh bagian kredit maka taksiran kesalahan dalam populasi 

adalah 2% ( 1: 50 ) . 

./ Penentuan batas ketepatan atau (desired upper precision limit 

atau DUPL). 
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./ Penggunaan tahe1 penentuan besarnya sampel untuk 

menentukan besamya sampel, tingkat keandalan yang biasa 

digunakan adalah 90%,95%, dan 99%. 

• Setelah menentukan besamya sampel, maka timbul permasalahan 

bagaimana menyeleksi pengambilan sampel tersebut dari populasi 

yang ada. Oleh karena itu, agar setiap anggota. populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel maka 

dapat digunakan tabel angka acak. 

• Pemeriksaan terhadap attribute yang menunjukan efektivitas unsur 

pengendalian intern. 

• Setelah sampel terpilih, maka langkah selartiutnya adalah 

melakukan pemeriksaan terhadap attrihute dari sampel yang 

terpihh. Allrihute dapat berupa tanda tangan dari pejabat yang 

berwenang sebagai wujud adanya otorisasi yang benar atau dapat 

juga berupa dokumen-dokumen pendukung dari dokumen sumber, 

misalnya bukti kas keluar dalam pemberian dan pengembalian 

kredit maka harus ada kredit copy dengan tanda tangan dari bagian 

kredit. 

• Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel. 

• Achieved upper precision limit (AUPL) dibandingkan dengan 

DUPL untuk menilai tingkat efektivitas pengendalian intern. 

Apabila AUPL lebih besar dari pada DUPL rnaka dapat dikatakan 

bahwa pengendalian intern tidak efektif. Apabila AUPL lebih kecil 
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pengendalian intern yang diperiksa adalah efektif. 

h. Stop-or-Go S'ampling 

Penggunaan model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan 

sampe1 yang teilalu banyak, yaitu dengan cara menghentian peng~jian 

sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa 

kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil. Prosedur 

yang harus ditempuh dalam menggunakan stop-or-giJ sampling adalah 

sebagai berik ut: 

• Tentukan desired upper precision limit (DUPL) dan tingkat 

keandalan. Pada tahap ini auditor menentukan tingkat keandalan 

yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum. Dalam 

pemilihan tingkat kepercayaan disarankan menggunakan tingkat 

kcpcrcayaan 90%, 95%1 atau 99%. 

• Gunakan tabel besamya sampe1 mm1mum untuk pengujian 

pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil 

oleh auditor. 

• Pemilihan anggota sampel dari seluruh populasi. Agar setiap 

anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 

anggota sampel, maka digunakan tabel angka acak untuk memilih 

anggota sampel. 
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• Buat tahcl stop-or-go decision. 

Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya 

membuat tabel stop-or-go decision. Dalam tabe1 stop-or-go 

decision auditor akan mengamhil sampel empat kali. 

• Evaluasi hasi1 pemeriksaan terhadap sampe1. 

Evaluasi tingkat efektivitas diketahui dengan membandingkan 

antara desired upper precision limit (DUPL) dengan achieved 

upper precision limit (AUPL). Pengambilan sampel dihentikanjika 

DUPL = AUPL. Pada tingl<at l<esalahan sama dengan 0, maka 

AUPL dihitung dengan rum us sebagai berikut: 

Confidence level factor at desired 

AUPL = reliabilitv for occurrence observed 

Sample size 

Pengendalian intern dikatakan baik apabila AUPL tidak melebihi 

DUPL. Apabila AUPL > DUPL maka perlu mengambil sampe1 

tambahan. Sampel tambahan dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Confidence level factor at desired 

Sample size= reliability for occurrence observed 

DUPL 

Apabila auditor mengambil tambahan sampel sampai empat kaJi 

namun AUPL masih lebih besar dari pada DUPL, maka dalam 

keadaan ini auditor akan mengambil kesimpulan bahwa unsur 

pengendalian intern yang diperiksa tidak dapat dipercaya atau 
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auditor dapat menggunakan fixed sample si:::;e attribute sampling 

sebagai alternati f. 

c. Discovery sampl/ng 

Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat 

kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati 

nol). J)iscovei:V sampling digunakan untuk menemukan kecurangan, 

pelanggaran yang sering dari pengenda.'lian intern dan ketidakberesan 

lainya. Prosedur pengambilan sampel dalam discovel)' sampling 

adalah sebagai beri k ut: 

• Tentukan attribute yang akan diperiksa. 

Allribute yang akan diperiksa harus ditentukan lebih dahulu 

sebelum discove!}' sampling dilakukan dalam penguJian 

pengendalian. 

• Tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil 

sampe.lnya. Dalam menentlikan sampe·l harus sesua1 dengan 

besarnya populasi, oleh karena itu dalam discove!J' sampling 

ditentu'kan teilebih dahulu besamya populasi, misalnya ditentukan 

jumlah populasi sebesar 2500 lembar. 

• Tentukan tingkat keandalan. 

Auditor harus menentukan tingkat keandalan atau R %. Adapun 

besamya tingkat keandalan atau R % yang dapat digunakan adalah 

90%, 95% dan 99%. 
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• Tentukan DUPL. 

Auditor menetukan tingkat kesalahan populasi yang masih dapat 

diterima, misa·Jnya ditentukan DUPL = 1 ,5 %. 

• Tentukan besarnya sampel. 

Dengan menggunakan discove1y sampling yang sesuai dengan 

besarnya populasi obyek yang akan diperiksa, R % dan DUPL, 

maka auditor dapat menetukan besarnya sampel. Besarnya sampe'l 

dalam tabel dtscovety sampling dapat ditentukan dengan cara 

sebagai berikut 

../ Pilih discovety sampling sesuai dengan populasi obyek yang 

akan diperiksa . 

../ Lihat kolom yang sesui dengan DUPL yang telah ditetapkan. 

v' Dalam kolom DUPL tersebut, urutkan kebawah sampai 

m~nemukan angka yang sesuai dengan R % yang telah 

ditentukan . 

../ Dari angka R 1!/o tersebut urutkan kekiri secara mendatar ke 

ko'lom sampie si::e sampai menemukan angka dalam kolom 

tersebut. . 

• Periksa allrihute sampel. 

• Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel. Apabila 

hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel tidak ditemul<an 

kesalahan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan 95% 

keyakinan kemungkinan terjadinya tingkat kesalahan dalam 
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popu1asi ttdak me1ebi"hi 1 ,5%. Dengan ini dapat dikatakan bahwa 

pengendalian intern efekti f. 

Namun, jika ditemukan satu kesalahan atau lebih dalam 

pemeriksaan terhadap anggota sampel, kemungkinan auditor tidak 

akan membuat kesimpulan secara statistik mengenai hasil 

pemeriksaannya. Jika tujuan pemeriksaan adalah menemukan 

(discover) kesalahan, maka auditor akan menghentikan 

pemeriksaan terhadap anggota sampel segera setelah ta 

menemukan kesalahan tersebut. 




